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TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA 
ANTARA CV.ARCANA SAPUTRA DENGAN AMAKARAMA MEBEL 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pada 
CV.Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel, dan mengetahui penyelesaian 
yang dilakukan oleh para pihak apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan 
maksud memberikan data selengkapnya mengenai pelaksanaan perjanjian 
kerjasama dan ketentuan didalamnya. Jenis data yang digunakan adalah primer 
dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan pelaksanaan perjanjian 
kerjasama antara CV.Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel sudah sesuai 
dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian tersebut sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara 
CV.Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel sudah sah dimata hukum serta 
dibuat tanpa paksaan. Bentuk dari isi perjanjian sesuai dengan wujud asas 
kebebasan berkontrak yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, 
dalam pembuatannya bebas tetapi untuk segala sesuatu yang menurut sifat 
perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang yang diatur 
dalam Pasal 1339 KUHPerdata. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian 
kerjasama antara CV.Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel upaya 
penyelesaiannya dengan cara musyawarah secara kekeluargaan, dan upaya 
memberikan solusi.jika upaya tersebut tidak berhasil, maka para pihak sepakat 
memilih tempat kediaman hukum Pengadilan Negeri. 
 
Kata Kunci: perjanjian kerjasama mebel, wanprestasi, penyelesaian hukum 
 
Abstract 
This study aims to determine the implementation of the cooperation agreement on 
CV.Arcana Saputra with Amakarama Furniture, and determine the settlement 
carried out by the parties in the event of default. This research uses an empirical 
juridical approach. This research is descriptive in nature with the aim of providing 
complete data regarding the implementation of the cooperation agreement and the 
provisions therein. The types of data used are primary and secondary. Based on 
the results of the study showed the implementation of the cooperation agreement 
between CV.Arcana Saputra with Amakarama Furniture was in accordance with 
the contents of the agreement that was agreed upon. The agreement is in 
accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. The 
implementation of the cooperation agreement between CV.Arcana Saputra and 
Amakarama Furniture is legal before the law and made without coercion. The 
form of the contents of the agreement is in accordance with the principle of the 
principle of freedom of contract which has been regulated in Article 1338 
paragraph (1) of the Civil Code, in making it free but for everything according to 
the nature of the agreement is required by propriety, customs or laws stipulated in 
Article 1339 of the Civil Code. Settlement of defaults in the cooperation 





issue by means of a family consultation, and efforts to provide a solution. If the 
effort is unsuccessful, the parties agree to choose the legal residence of the 
District Court. 
  
Keywords: furniture cooperation agreement, default, legal settlement 
 
1. PENDAHULUAN 
Pada era modern saat ini banyak sekali persaingan yang lebih berkompeten dalam 
era globalisasi, persaingan yang secara inofativ dan kreatif me munculkan 
ketertarikan sebuah barang atau produk kepada konsumen agar tertarik dan ingin 
membeli barang tersebut sebagai kebutuhan pribadi atau kebutuhsn yang 
diperlukan bagi usaha dan lainnya. Dalam terpenuhinya kebutuhan manusia di 
dalam lingkup masyarakat sekarang ini, individu satu dengan yang lainnya saling 
berhubungan . Oleh karena itu kebutuhan individu yang satu dapat di penuhi oleh 
individu lainnya. Di perusahaan membutuhkan atau memerlukan penunjang bagi 
usaha yang di inginkan. Kenyataannya untuk memperoleh berbagai macam alat 
yang dibutuhkan perusahaan ada yang didapatkan dalam pembuatannya sendiri 
tetapi dengan bantuan pihak lain, atau memang harus di peroleh dari pihak lain 
karena keterbatasan kemampuan untuk menyediakan kebutuhan sendiri. 
Pada saat alat-alat kebutuhan barang atau jasa tidak bisa disediakan sendiri, 
maka yang diperlukan jasa atau layanan dari pihak yang menyediakan alat atau 
kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, memerlukan 
keterlibatan pihak lain, dengan melalui proses sampai kebutuhan yang di inginkan 
atau yang dimaksud dapat dimanfaatkan kepada yang membutuhkannya (Barata, 
2003). 
Perkembangan dibidang ekonomi pada jaman sekarang ini harus 
memerlukan peran yang penting dalam menjalankan bisnisnya agar terjadi 
ketertiban dalam usaha yang dilakukan oleh para usaha. Para pelaku bisnis 
seringkali melupakan pentingnya perjanjian yang harus dibuat sebelum 
melakukan bisnis yang akan dimulai. Dalam sebagian pihak ada yang melakukan 
perjanjian bisnis dengan cara tertulis dan dengan cara lisan (Ilhami, 2015). 
Perjanjian bersifat terbuka yang artinya memberikan kebebasan seluas-





dikehendaki, tetapi tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan 
kesusilaan. Hukum perjanjian merupakan pelengkap yang bermaksud para pihak 
yang membuat atau mengadakan perjanjian boleh membuat atau mengatur 
ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjiannya, dengan ketentuan apabila tidak 
diatur dalam perjanjian tersebut maka yang berlaku adalah pasal tentang 
perjanjian yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Chrystofer, 
2017).  
Dalam Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang 
membuatnya, dan perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang 
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan penulis. Perikatan 
adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan 
pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang 
lain memenuhi tuntutan itu. Di dalam pasal 1313 KUHPerdata pengertian 
perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hubungan antara 
perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan, suatu 
perjanjian dinamakan persetujuan karena dua pihak setuju untuk melakukan 
sesuatu (Subekti, 2015). 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1338 ayat (1) 
yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”(Subekti & Tjitrosudibio, 2008). Pada 
perkataan semua dari pasal tersebut berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat 
bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi tentang apa 
saja, dan perjanjian itu akan mengikat mereka mereka yang membuatnya seperti 
undang-undang. Kita diperbolehan membuat undang-undang bagi kita sendiri, 
pasal pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar kita tidak 
mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita adakan (Subekti, 
2015). 
Perjanjian kerjasama yaitu hanya mempunyai daya hukum inntern (ke 
dalam) dan tidak mempunyai daya hukum keluar, yang bertidak keluar dan 





dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat (Subekti, 11976). 
Timbulnya perjanjian yaitu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang 
setuju dalam pembuatan perjanjian dan dengan adanya kata sepakat untuk 
mengadakan perjanjian maka kedua belah pihak bisa melakukan perjanjian 
dengan yang ingin dijanjikan.  
Perjanjian kerjasama ini antara CV. Arcana Saputra dengan Amakarama 
Mebel dalam pemesanan pembuatan booth untuk keprluan usahanya dituangkan 
didalam sebuah kontrak kerjasama yang isinya mengatur tentang segala hal yang 
berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam kegiatan usaha ini. Maka dari itu 
kedua belah pihak harus menaati dan mematuhi kontrak tersebut, dan 
melaksanakan yang tertuang di kontrak kerjasama tersebut. Pasal 1338 KUH 
Perdata menerangkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul 
“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Terhadap CV. Arcana 
Saputra dengan Amakarama Mebel” Permasalahan yang dikaji dalam penelitian 
ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara 
CV.Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel ? Kedua, bagaimana penyelesaian 
apabila terjadi pada wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ? 
 
2. METODE  
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan 
yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah istilah lain yang digunakan 
dalam penelitian hukum sosiologis,dan dapat disebut pula dengan penelitian 
lapangan. Penelitian ini memperoleh data dari penelitian lapangan dapat dilalukan 
baik melalui pengamatan dengan (observasi), wawancara (Suratman dan Philips, 
2014). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dengan 
melalui pengamatan data dan atau wawancara. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan 





mendeskrepsikan mengenai bagaimana pelaksana perjanjian kerjasama antara CV. 
Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pihak CV.Arcana Saputra 
dengan Aamakarama Mebel   
Perjanjian kerjasama antara CV.Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel dalam 
pembuatan boothnya, sudah memenuhi semua syarat-syarat sahnya suatu 
perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdata yaitu mengenai syarat-syarat sahnya 
perjanjian yaitu: a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) Kecakapan 
untuk membuat suatu perikatan; c) Suatu hal tertentu; d) Suatu sebab yang halal 
Syarat yang pertama dalam perjanjian ialah sepakat mereka yang 
mengikatkan dirinya. Kesepakatan antara CV.Arcana Saputra dan Amakarama 
Mebel tercapai dalam tanggal 25 febuari 2019 dibuatlah perjanjian kerjasama dan 
ditandatangani para pihak diatas materai. Masing-masing pihalk telah sepakat 
untuk mengadakan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama ini dibuat secara 
sepakat dengan tujuan mengikat para pihaknya secara hukum. 
Syarat yang kedua yaitu dalam perjanjian kerjasama ini adalah cakap dalam 
membuat perjanjian. Dalam perjanjian kerjasama yang mengadakan perjanjian 
ialah pihak pertama yaitu CV.Arcana Saputra bertujuan untuk melaksanakan 
kewajiban pemenuhan booth dalam usahanya. Dan pihak kedua yaitu Amakarama 
Mebel yang tugasnya dalam pembuatan booth, kedua subyek hukum tersebut 
dinilai telah cakap untuk membuat dan mengadakan perjanjian untuk melakukan 
perbuatan hukum. 
Syarat yang ketiga yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah suatu hal 
tertentu dalam perjanjian kerjasama yang dibuat memuat suatu obyek atau barang 
yang sudah diperjanjikan, obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama 
antara CV.Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel berupa pembuatan booth. 
Syarat terakhir dalam suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal dalam 
perjanjian kerjasama yang dibuat telah memenuhi sebab yang halal karena 





dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan 
pembuatan booth dalam memenuhi usahanya. 
Dalam pelaksanaan pembuatan booth terdapat langkah-langkah yang 
ditempuh oleh para pihak. Pasal 1 Ketentuan umum yaitu mengemukakan 
mengenai kedua belah pihak, pihak pertama melaksanakan dalam pembayaran 
uang muka, meminta batasan penyelesaian pembuatan booth dalam waktu 1 
minggu, melakukan pelunasan kepada pihak kedua setelah pengiriman booth. 
Pihak kedua dapat menyelesaikan pembuatan booth yang sudah dipesan 2 booth 
dalam waktu 1 minggu, jasa tenaga pengiriman diatnggung oleh pihak kedua 
setelah menyelesaikan minimal 2 booth. Pasal 2 terdapat saksi-saksi dalam 
perjanjian kerjasma ini. Pasal 3 mengenai sanksi bagi pihak pertama, membahas 
tentang pihak pertama tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian kerjasama 
tersebut. Pasal 4 mengenai sanksi bagi pihak kedua, membahas tentang apabila 
pihak kedua tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian tersebut. Pasal 5 
mengenai pinalty, yaitu membahas tentang selma perjanjian berlangusng kedua 
belah pihak tidak dapat merubah atau membatalkan atau memutus kontrak secara 
sepihak, kecuali ada kesepakatan bersama yang diatur dalam perjanjian kerjasama 
tersebut. Pasal 6 mengenai status hukum yaitu membahas tentang bahwa segala 
sesuatu yang berkaotan dengan perjanjian kerjasama ini dengan segala akobatnya, 
maka para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum 
di Kantor Pengadilan Negeri. Dalam penjabaran pasal demi pasal maka dapat 
diketahui bagaimana pelaksanaan perjanjian mengenai pembuatan booth serta 
ketentuan-ketengtuan apabila terjadi kelalaian dan menghambat pelaksanaan 
perjanjian.  
Apabila pihak pertama CV.arcana Saputra melakukan cidera janji, 
membayar uang muka secara terlambat maka pihak pertama mendapat 
pengurangan harga yang telah telah disepakati tercantum dalam Pasal 3 ayat (1). 
Pihak kedua yaitu Amakarama Mebel mempunyai kewajiban dalam pembuatan 
booth pemesanan pihak pertama. Namun jika pihak kedua lalai dalam pembuatan 
booth yang telah di perjanjikan tersebut melakukan keterlambatan dalam 





pihak kedua akan tertunda maka tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Apabila para 
pihak tidak dapat menjalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang 
sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut yang tercantum dalam pasal-
pasal 3 ayat (1), (2), dan Pasal 4 ayat (1), dan (2). 
Kegiatan perjanjian kerjasama oleh pihak CV.Arcana Saputra dengan 
Amakarama Mebel perwujudan dari pemesanan booth yang dimiliki Amakarama 
Mebel. Dalam pemesanan booth sebagaimana divantum dalam perjanjian tertulis 
yang dibuat oleh kedua belah pihak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1). 
Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak berarti adanya 
hubungan timbal balik dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sesuai 
dengan pendapat para ahli yaitu Pengertian Perjanjian kerjasama adalah 
persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan 
adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam 
mencapai tujuan bersama (Ilhami, 2015). Dan menurut Muhammad Abdulkadir 
yaitu Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian tidak bernama perjanjian yang tidak 
diatur dalam KUHPerdata tetapi terdapat dilingkungan masyarakat, dalam 
perjanjian ini jumlahnya tidak terbatas dengan nama yang disesuaiakan dengan 
kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, Perjanjian lahir dalam praktek 
adalah berdasarkan asad kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian 
(Abdulkadir, 2014). Sedangkan menurut Muhammad Abdulkadir Pelaksanaan 
perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah 
diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Tujuan 
tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak 
harus melaksnakan perjanjian dengan sempurna dan tepat apa yang telah disetujui 
untuk dilaksanakan (Abdulkadir, 1990). 
3.2 Penyelesaian Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan 
Perjanjian  
Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara CV.Arcana Saputra dengan Amakarama 
Mebel diawali dengan pemesanan booth antara pihak CV.Arcana dengan 
Amakarama Mebel dengan pembayarannya uang muka diawal, sebagai modal 





perjanjian dilaksanakan dengan menyelesaikan booth yang sudah dipesan minimal 
2 booth dalam waktu 1 minggu, jasa tenaga pengiriman ditanggung oleh pihak 
kedua setelah menyelesaiakan minimal 2 booth. Pihak pertama selaku CV.Arcana 
Saputra membayar uang muka yang telah ditentukan, pelunasan pada pihak 
pertama dilakukan setelah pengiriman booth oleh pihak kedua ke pihak pertama. 
Dalam Pelaksanaan perjanjian tersebut kedua belah pihak memenuhi dan 
melaksanakan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama dengan baik dan manaati 
perjanjian tersebut.  
 Hasil wawancara penulis dengan CV.Arcana Saputra. Kedua belah pihak 
dalam Perjanjian Kerjasam. Jika terjadi permasalahan atau kendala oleh salah satu 
dari kedua belah pihak, maka harus menginformasi ke salah satu pihak agar tidak 
terjadinya keterlambatan atau penundaan barang maupun pembayaran. Pada 
wawancara Pihak CV.Arcana Saputra memberitahu bahwa Pihak kedua yaitu 
Amakarama Mebel pada saat pengerjaan pembuatan booth yang dilakukan oleh 
pihak kedua mempunyai kendala daalam penyelesian waktu 1 minggu 2 booth 
karena terhalang oleh bahan, pihak pertama sebelumnya tidak tahu menahu 
tentang masalah bahan tersebut, dan akhirnya pihak kedua selaku Mebel dengan 
cara mengkonfirmasi ke pihak pertama bahwa ada sedikit keterlambatan pada hari 
yang ditentukan pembuatan booth dikarenakan bahannya belum cukup, pihak 
pertama memberi solusi dengan cara memberi waktu maksimal selama 3 hari 
bertrut-turut jika dalam waktu tersebut belum juga selesai maka pelunasan akan 
ditunda. Pihak kedua akhirnya menyelesaiakan sebelum waktu tambahan yang 
diberikan dan tidak terjadi pelunasan yang tertunda. Karena pihak kedua 
menyelesaikan pembuatan booth sebelum waktu tambahan yang diberikan 
CV.Arcana Saputra ke Amakarama Mebel. Pihak Amakarama Mebel mampu 
menyelesaian sebelum waktu yang ditentukan oleh Pihak CV.Arcana Saputra.  
 Adapun seorang debitur yang telah melakukan wanprestasi yaitu: a) 
Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi yang dilakukan; b) Debitur 
melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana atau dijanjikan; c) 
Debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau tidak tepat waktu; d) 





(Subekti, 1978). Maka debitur dapat dikenakan hukum berupa: a) Membayar 
kerugian yang diderita oleh kreditur atau bisa disebut dengan ganti rugi; b) 
Pemutusan perjanjian atau pembatalan perjanjian; c) Peralihan resiko; d) 
Membayar biaya perkara, jika diperkarakan didepan hakim.  
 Ganti rugi adalah sanksi yang dijatuhkan seorang debitur yang lalai dalam 
bentuk membayar sejumlah ganyti rugi yang sebenarnya merupakan pengganti 
atas prestasi yang tidak dilaksanakannya sehingga menimbulkan kerugian pada 
pihak kreditur. Ganti rugi dalam 3 (tiga) unsur yaitu: a) Biaya, adalah segala 
pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu 
pihak; b) Rugi, adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan 
kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur; c) Bunga, adalah kerugian 
yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh 
kreditur. 
 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pihak CV.Arcana Saputra 
dengan Amakarama Mebel apabila terdapat wanprestasi berupa tidak bisa 
memenuhi kewajiban sebgaiman yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) yang berisi 
Apabila pihak pertama tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) selama tiga (3) hari berturut-turut , maka pihak 
kedua memberi pengurangan harga yang telah ditentukan. Pasal 3 ayat (2) yang 
berisi apabila pihak pertama tidak memenihi kewajiban sebagaimana yang 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan (5) selamatiga berhari turut-turut , maka 
pihak kedua menunda penyelesaian pembuatan booth. Pasal 4 ayat (1)  yang 
berbunyi  apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban dalam pembuatan booth 
sebagaiamana tercantum dlam pasal 1 ayat (4), terlambat dari tanggal maka 
pelunasan akan ditunda. Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi apabila pihak kedua tidak 
memenuhi kewajiban dalam pembuatan booth tidak sesuai dengan yang 
diinginkan pihak pertama, maka booth yang dipesan akan dikembalikan kepada 
pihak kedua untuk di perbaiki sesuai dengam pesanan. Perjanjian kerjasama 
antara pihak CV.Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel dalam pembuatan 
boothnya pihak kedua yaitu Amakarama Mebel terjadi kelalaian dalam 





hari berturut-turut jika terlambat maka pelunasan akan ditunda, dan pihak kedua 
telah menyelesaiakan pembuatan booth sebelum waktu yang diberikan. Pihak 
kedua tidak menimbulkan wanprestasi. Berdasarkan uraian diatas apabila terjadi 
wanprestasi dalam Pelaksanaan perjanjian maka terdapat beberapa sanksi yang 
harus dilaksanakan oleh pihak yang melanggar perjanjian. Apabila pihak yang 
melakukan wanprestasi tidak melaksanakan, sanksi yang telah disepakati maka 
kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan pada jalur hukum di Pengadilan 
Negeri.  
 Mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama apabila dilihat dari prespektif 
hukum islam. Dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian yaitu al-aqdu 
(akad) dan al-ahdu (janji). Kata al-aqdu  terdapat dalam QS. al-Maidah (5) 1, 
“bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya”. Sedangkan al-ahdu dapat 
disamakan dengan istilah perjanjian yaitu pernyataan dari seseorang untuk 
mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain 
terdapat dalam QS. Ali Imran (3):76, “sebenarnya siapa yang menepati janji, 
maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (dewi, 2015).  
Dalam prespektif hukum islam perjanjian juga dikategorikan ke dalam jual 
beli (al-Bay`/al- Buyu`) Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai` dalam 
bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-
syira` (beli). Pengertian Jual beli (al-Buyu`) adalah pertukaran harta atas dasar 
saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa 
alat tukar sah).  Jual beli dengan pesanan disebut dengan  Al Istishna`. Istishna` 
merupakan salah satu bentuk dari jual-beli salam, hanya saja objek yang 
diperjanjikan berupa manufacture order atau kontrak produksi. Istishna` 
didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. 
Dalam kontrak ini pembuat barang (shani) menerima pesanan dari pembeli 
(mustashni) untuk membuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati 
kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, yaitu dengan 
dilakukan di muka, melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai waktu yang akan 
datang.  Dasar hukum jual beli QS. An-Nisa (4):29 yang berbunyi “ Hai orajng-





jalan yang batilkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya 
Allah Maha Penyayang kepadamu”. 
Asas berasal dari bahasa arab asasun yang berarti dasar, basis dan fondasi. 
Asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. 
Dalam kaitannya dengan Hukum islam terdapat enam asas yaitu: asas illahiah, asas 
kebebasan (al-hurriyah), asas persamaan atau kesetaraan (Al-Musawah), asas 
kedilan (Al-`Adalah), asas kerelaan (Al-Ridho), asas kejujuran dan kebenaran 
(ash-shidiq). Menurut firman Allah al-Baqarah  ayat 282 yang berbunyi : “Hai 
orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk 
waktu yang dilaksanakan, hemdaklah kamu menuliskannya” 
Kelalaian dalam memenuhi jewajibannya untuk memberikan hak dan 
kewajiban orang lain dalam hukum islam yaitu perbuatan yang dilarang, 
sebelumnya sudah diketahui bahwa danya suatu perjanjian diantara mereka, 
selanjutnya bagi mereka yang melakukan cidera janji karena tidak melakukan 
prestasi maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran gantirugi kepada 
pihak kreditur, dan penahanan yag menjadi miliknya sebagai suatu jaminan dari 
sejumlah yang dijanjikannya (Herlina, 2017). 
 Dasar hukum mengenai wanprestasi dapat dijelaskan dalam Qs. Al-
Maidah : 1 yang berbunyi:  “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqd aqad 
(perjanjian) itu” Memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian/akad yaitu suatu 
kewajiban bagi para pihak, merupakan suatu tindakan yang harus dilaksanakan 
agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan diakibatkan dari perbuatan pihak 
lain, yang tidak dapat memenuhi kewajibannya . 
 
4. PENUTUP 
4.1 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara CV.Arcana Saputra dengan 
Amakarama Mebel  
Perjanjian kerjasama antara CV.Arcana Saputra dengan Amakarama Mebel bahwa 
perjanjian kerjasama tersebut dibuat secara tertulis dengan ketemtuan-ketetuan 





obyek perjanjian yang didalamnya terdapat uraian secara jelas, pengiriman obyek, 
jangka waktu pengerjaan, cara pembayaran, uang muka pembayaran, pelunasan 
pembayaran, hak dan kewajiban, penyelesaian bagi sanksi. Perjanjian tersebut 
juga telah memenuhi 4(empat) syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, 
kecalapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang 
halal sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. 
 Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara CV.Arcana Saputra dengan 
Amakarama Mebel sudah sah dimata hukum serta dibuat tanpa paksaan. Dan 
pelaksanaan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan isi perjanjian yang telah 
disepakati, tetapi ada kendala di pihak kedua dalam pembuatan booth yaitu 
ketersediaan bahan baku kurang, oleh karena itu pihak pertama memberikan 
solusi dengan memberikan waktu selama 3 hari untuk menyelesaikannya. Pihak 
kedua menyelesaikannya sebelum waktu ditentukan, dan pihak pertama 
memberikan pelunasan diakhir. Bentuk dari isi perjanjian sesuai dengan wujud 
asas kebebasan berkontrak yang telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata, dalam pembuatannya bebas tetapi untuk segala sesuatu yang 
menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata.  
4.2 Penyelesaian Apabaila Terjadi Wanprestasi dalam Pelaksanaan 
Perjanjian Kerjasama antara CV.Arcana Saputra dengan Amakarama 
Mebel 
Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak 
memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu 
perjanjian. Wanprestasi dapat timbul karena kesngajaan atau kelalaian debitur 
sendiri dan adanya keadaan memaksa (overmacht).  
Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerjasama antara CV.Arcana 
Saputra dengan Amakarama Mebel upaya penyelesaiannya dengan cara 
musyawarah secara kekeluargaan, dan upaya memberikan solusi. Perjanjian 
kerjasama ini pihak kedua yaitu Amakarama Mebel mempunyai kendala dalam 
penyelesaian booth karena ketersediaan bahan baku yang kurang, pihak pertama 





kedua mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pihak pertama bahwa ketersediaan 
bahan baku kurang, pihak pertama akhirnya bermusyawarah secara kekeluargaan 
dengan pihak kedua lalu akhirnya memberikan solusi kepada pihak kedua  dengan 
cara memberi waktu maksimal 3 hari berturut-turut jika waktu dalam 3 hari 
tersebut belum juga selesai maka pelunasan akan ditnuda. Pihak kedua 
menyelesaiakan pembuatan booth sebelum waktu tambahan yang diberikan dan 
tidak terjadi pelunasan yang tertunda. 
 Penyelesaian ditempuh dengan musyawarah dengan kekeluargaan, dan 
memberikan solusi, jika upaya tersebut tidak berhasil, maka para pihak sepakat 
memilih tempat kediaman hukum Pengadilan Negeri. Pihak pertama maupun 
pihak kedua tidak bisa merubah atau membatalkan perjanjian kerjasama ini secara 
sepihak, kecuali ada kesepakatan bersama.  
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